BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN

PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2)

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Daerah Tahun 2025-2029;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 6402);



7.

10.

11

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan
Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 435);



14. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1
Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA
JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya
disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan
meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian,
dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang

terintegrasi di Daerah.



6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat @RPJMD adalah  dokumen
perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan
dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

7. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IImu
Pengetahuan dan Teknologi Daerah yang selanjutnya
disingkat RIPJPID adalah dokumen perencanaan
pembangunan yang bersifat sistematik, komprehensif
dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan
teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi
permasalahan prioritas pembangunan daerah untuk
percepatan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan menengah daerah yang digunakan
oleh  Kepala Daerah dalam  menyelenggarakan

pemerintahan dan Pembangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menggunakan
hasil riset sebagai landasan ilmiah dalam perumusan
dan penetapan kebijakan Daerah, perencanaan
pembangunan Daerah  maupun  penyelenggaraan
pembangunan Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan
arah kebijakan riset dan inovasi serta pemanfaatannya
guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan
publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset
dan inovasi serta daya saing daerah yang memuat
peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 5 (lima)
tahun mendatang di dalam mengatasi permasalahan

utama Daerah.



BAB III

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU

(1)

(1)

(2)

(3)

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Pasal 3

RIPJPID Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik,
komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu
pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di
dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan
Daerah.

RIPJPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan

dengan jangka waktu dokumen RPJMD.

Pasal 4

RIPJPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
disusun berdasarkan program prioritas pembangunan
yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RPD untuk
dipercepat capaian target programnya.

RIPJPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan Ilmu Pengetahuan di Provinsi Jawa Timur.
RIPJPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
RPJMD dan/atau RPD.

Pasal 5

RIPJPID Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan:

a.

program prioritas pembangunan yang tercantum dalam
RPJMD dan/atau RPD untuk dipercepat capaian target
programnya;

hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan
Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan;

isu-isu strategis yang berkembang;

d. kebijakan nasional riset dan inovasi; dan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

(1) RIPJPID Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET
DAN INOVASI DAERAH
BABIII : TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN
INOVASI DI DAERAH
BAB IV : ANALISIS KESENJANGAN EKOSISTEM
RISET DAN INOVASI DI DAERAH
BABV : STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH
BABVI : PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI
DAERAH
BAB VII : PROGRAM INDIKATIF
BAB VIII : PENUTUP
(2) Uraian dari sistematika  RIPJPID  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) RIPJPID dijabarkan ke dalam rencana aksi riset dan
inovasi Daerah.

(2) Rencana aksi riset dan inovasi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi
tahunan.

(3) Rencana aksi riset dan inovasi Daerah disusun
oleh BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Rencana aksi riset dan inovasi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti
(evidence-based policy); dan

b. program dan target tahunan pengembangan produk
unggulan melalui pengembangan ekosistem riset dan
inovasi Daerah.

(5) Rencana aksi riset dan inovasi Daerah sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1) ditetapkan  dengan
Keputusan Kepala BRIDA.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 7 Agustus 2025

BUPATI MALANG,
ttd.

SANUSI
Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 7 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.

NURCAHYO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor 22 Seri D



